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PENETAPAN
Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Badg

PR 1P R
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir medan, 14 April 1998
(umur 25), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 04 April 1990
(umur 33), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka

sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01
April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung
dengan register perkara Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Badg, mengemukakan
dalil-dalil sebagaimana Surat gugatan Penggugat.

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri
sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 2017 dan telah dicatatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan bukti
Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 18 Desember 2017.
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2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal

dan hidup bersama terakhir bertempat tinggal di -, Kota Bandung.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan dari hasil perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan tiga (3) orang anak
yang bernama:

3.1 NAMA ANAK 1, Perempuan, Tempat tanggal lahir,
Bandung 30 November 2018, Pendidikan belum sekolah, berada dalam
asuhan Penggugat;

3.2 NAMA ANAK II, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bandung
17 Januari 2020, Pendidikan belum sekolah, berada dalam asuhan
Penggugat;

3.3 NAMA ANAK lll, Perempuan, Tempat tanggal lahir,
Bandung 17 Januari 2020, Pendidikan belum sekolah, berada dalam

asuhan Penggugat.

4, Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak
selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sejak Agustus 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke
Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan
adalah sebagai berikut:

4.1 Bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman,
Penggugat mengetahui hal itu dari sosial media terdapat terdapat foto
mesra antara Tergugat dengan Wanita tersebut. Sehingga Penggugat
merasa kecewa dengan sikap Tergugat;
4.2 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi
keluarga, yang mana Tergugat sering bohong perihal nafkah. Sehingga
karena hal tersebut, tidak tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

5 Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan

rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.
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Puncaknya sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat terlibat
pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan

kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.

6 Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah
kosan Penggugat, dan Tergugat tinggal di kosan Tergugat.

7 Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan
Tergugat tidak berkomunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat.

8 Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

9 Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan
cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan
mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cg. Majelis Hakim
berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

datang menghadap sendiri di persidangan;
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Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam
membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik
Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka
Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya
mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah
pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali
rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada
tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat
dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali
rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.
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Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan pekara Nomor
1523/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 450.000
(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai
Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. dan Drs. H. Mhd. Dongan,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Uman, M.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota
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Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. Drs. H. Mhd. Dongan
Panitera Pengganti

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,-
2. Proses : Rp. 70.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 150.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 150.000,-
5. PNBP Panggilan . Rp. 20.000,-
6.PNBP Pencabutan : Rp 10.000,-

6. Redaksi . Rp. 10.000,-
7. Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah . Rp. 450.000,-

empat ratus lima puluh ribu rupiah
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